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ABSTRAK

Lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentanindangan Anak
yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 22 ®@ktahun 2002 silam, hingga
kini masih banyak menuai pro-kontra khususnya tarkgan umat Islam. Banyak
yang beranggapan bahwa beberapa pasal dalam Unddagg tersebut tidak
sesuai atau bertentangan dengan Hukum Islam.

Undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) adalah emgntasi dari
keikutsertaan Indonesia dalam menandatangani kegifiKonvensi Hak Anak
(KHA) yang digelar Dewan Umum Perserikatan Bangsagsa (PBB) pada
tanggal 20 November 1989. Sehingga tak mengherankan banyak dari
kalangan aktivis Islamkanan yang menuduh bahwactor yang bermain di
belakang konvensi tersebut adalah para pengembdariaseme-liberal yang
selalu menglaim diri mereka sebagai pejuang hak asasi manusiaekdguga
beranggapan bahwa substansi KHA versi PBB terdatak sesuai dengan sosio-
kultur dan nilai-nilai yang hidup pada bangsa Dalam UU PA tersebut, pasal
yang menjelaskan dan mengatur tentang kekeradaadtgy anak, khususnya pada
pasal 3 dan 4, tentang Hak dan Kewajiban Anak,gljap sebagian kalangan
masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengeatsian definisi kekerasan.
Karena dikhawatirkan orang tua yang melakukan apsgukasi melalui suatu
tindakan fisik (mencubit, menjewer, memukul ring&e)tubuh sang anak akan
terjerat hukum. Pada titik inilah kemudian terdapatbedaan yang mencolok
antara kekerasan terhadap anak dalam perspektiPAldengan hukum Islam
yang membolehkan kekerasan pada hal tertentu dadadidikan anak.

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis pdiaeli kepustakaan
(library reaserch, yang mana obyek penelitiannya adalah pasal itetikalak
kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Rertjad Anak. Sedangkan
sifatnya adalahdeskriptif-analitik. Data diperoleh dari kitab-kitalfigh klasik
maupun kontemporer yang terkait pola relasi orargzanak, pengasuhan dan
pendidikan, kitab-kitalmsul figh dan qawa’idul fighiyyah, serta kitab-kitab hadis.

Kekerasan terhadap anak dalam keluarga — apaptukiasn alasannya -
adalah sesuatu yang dilarang dan bertentangan méngam dalam perspektif
undang-undang Perlindungan Anak, karena merupaikiah satu tindakan yang
melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam perspektiftidak ada toleransi ruang dan
waktu bagi tindak kekerasan terhadap anak. Haébetsterlihat dari tidak ada
definisi dan batasan sejauhmana tindak kekerashada&p anak tersebut dapat
ditolerir.

Sedangkan dalam Islam, kekerasan terhadap anak dadluarga juga
memiliki kepastian hukum yang sama, yaitu haramuéi dalam hal pendidikan
agama farbiyatud dinniyyah) khususnya dalam hal wbudiyyah. Di luar itu,
seperti dalam hal Mu’amalah dll, tindak kekerasan terhadap anak merupakan
sesuatu yang diharamkan.
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MOTTO

“MLEBU BARENG, METU BARENG"
(Emen)

“EVERY MAN DIES, BUT NOT EVERY MAN REALLY LIVES”

(Bu'e)

vii



KATA PENGANTAR
HAWJS\ RYC Y P

() sy Jaana o 2l dl WA Y o aedl palldl Gy A aaall
z o8 Gy ol adaal 5 oAl e v Lidia e 2D 33l

ramy Lal (I8 )ity L (e saie Jlaly el (J s goua

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepadi@h AWT, Tuhan
semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, rya@nguasai hari
pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah nieminta
pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahimdfyah dan taufig-Nya,
sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akh8alawat dan salam tidak
lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi MulredBaw, melalui ajaran-
ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebeyarappenuh dengan Islam dan
Iman.

Dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa ta'dginkanlah Penyusun
untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidakniggh, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selakwekan Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. lbu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku Ketua Jsen.

3. Bapak Dr. Bunyan Wahib, S.Ag, M.Ag, selaku Pembmghi

4. Bapak Drs. H. Abu Bakar, MM., selaku Pembimbing II.

5. Bu Nurlan Mas Fikri, bagian Tata Usaha Jurusan AS.

viii



Matur sembah nuwun sanget atas semua kebdakakesabaran yang telah
bapak-ibu (yang tersebut dari No. 1-5) berikan.

6. Konco-konco, sederek-sederek, sebangsa dan setém@yangga mampu
disebutkan), Matur nuwuBro.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masihgat jauh dari
kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamakadalam pemilihan
bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudéh eenjadi tanggung jawab
Penyusun sendiri. Kritik dan saran dari para pemlsngat diharapkan dalam
rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmighjuga untuk penelitian-
penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skimp&iermanfaat khususnya bagi
Penyusun dan para pembaca pada umumnya sertandapaidi khasanah dalam
iimu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hulkslam. Atas semua
bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semogd AWT. memberikan

balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 1Ramadan 1431 H
23 Agustus 2010 M

Penyusun

Edwin Ristianto
NIM. 03350003




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor

0543 b/ U/ 1987).

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak tidak dilambangkan
dilambangkan
o Ba’ B be
< Ta’ T te
& Sa s es (dengan titik di
atas)
z Jim J je
z Ha’ h ha (dengan titik di
bawah)
Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D de
3 Zal z zet (dengan titik di
atas)
B Ra’ R er
B zai V4 zet
o sin S es
o syin Sy es dan ye
ua Sad $ es (dengan titik di
bawah)
U dad d de (dengan titik di
bawah)
Lk ta t te (dengan titik di
bawah)
L za’ z zet (dengan titik di
bawah)
& "ain ’ koma terbalik di atas
¢ gha G ge
a fa’ F ef




3 qaf Q qi

&l kaf K ka

J lam L el

a mim M em

O nun N ’en

E wawu W w

Y ha’ H ha

¢ hamzah ’ Apostrof
& ya’ Y ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
Badxia ditulis muta’addidah
BAc ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukurkandgulis (h):
ASa ditulis hikmah
L ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali

bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “a/’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan A.

Ul jy\ Al S ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakatfathah, kasrah dan
dammah ditulis (t):
hadll 318 ditulis Zakat al-fitri atau Zakatul fitri

Xi



D. Vokal pendek (Tunggal)

------- fathah ditulis a
------ Kasrah ditulis i
o dammah ditulis u
E. Vokal Panjang (maddah)
1. | Fathah + alif ditulis a (dengan garis di atas)
alals ditulis Jahiliyyah
2. | fathah + ya’ mati ditulis a (dengan garis di atas)
Pk ditulis Tansa
3. | kasrah + ya’ mati ditulis 1 (dengan garis di atas)
~ A ditulis Karim
4. | Dammah + waw mati | ditulis u (dengan garis di bawah)

F. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1 | Fathah + ya’ mati ditulis ai
r,5_‘_‘_. ditulis Bainakum
2 | Fathah + wawu mati ditulis au
Jé ditulis qaul
G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila
terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa al/if. Contoh:

f":”“ ditulis A’antum
e ditulis U’iddat
a5 S Al ditulis La’in syakartum
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H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah disesuaikan
transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula
dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qomariyah,
maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

ol ditulis al-Qur’an
Cuasll ditulis al-Hadis
el ditulis al-Qiyas

b. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditulis sesuai dengan
bunyinya yaitu huruf 7/ (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf

yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

¢ laidd) ditulis As-Sama’
el ditulis asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Pada dasarnya setiap kata, baik 77/, ism maupun Ahuruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau
harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata
tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang

mengikutinya. Contoh:

a9 8l (553 ditulis Zawi al-furud
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daad) Jal ditulis Ahl as-Sunnah

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam Ibagesdoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak sapkan dengan ilmu

tajwid.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Beakang Masalah

Pada hakikatnya keluarga atau rumah tangga mempé&kapat
pertama dan yang utama bagi anak untuk memperelelbipaan mental dan
pembentukan kepribadiinyang kemudian disempurnakan oleh sekolah
maupun lingkungan sekitar (sosial) di mana anakbtthmndan berkembarfg.
Begitu pula halnya dengan pendidikan agama, halalsu#tan oleh orangtua
sedini mungkin pada buah hati mereka dengan mer@ammorma-norma
serta memberi teladan dalam bertutur maupun bgrssksuai dengan apa

yang telah menjadi tuntunan agama (al-Qur'an dam&h)®

'Dalam bahasa Inggris disebut Personality, yangshédari bahasa Latin; Persona, yang
berarti kedok atau topeng. Secara terminologisikegian adalah suatu totalitas psikophisis yang
kompleks dari individu, sehingga nampak didalamriyggkah laku yang unik. Biasanya
kepribadain dibicaarakan dalam pengertian apa yeembuat seseorang berbeda dari yang lain,
apa yang membuatnya unik dibanding yang lain. Adgdibadian seperti ini disebutékhasan
individu' (individual differences). Dalam Agus Sujanto dkRsikologi Kepribadian Cet. ke-I
(Jakarta: Aksara Baru, 1980), him. 20. Lihat jugeofge BoereeRersonality Theories, Melacak
Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunézt. ke-l1V (Jogjakarta: Prismasopie, 2006), HB.

’Seperti pendapat John Lock dalam teori tabular@sahyak ibarat sehelai kertas putih,
apa yang kita goreskan maka itulah hasilnya. Hadejalan dengan hadits nabi Muhammad SAW
yang diriwayatkan oleh Muslim: "Setiap anak dilkain dalam keadaan yang suci bersih, maka
kedua orangtuanyalah yang menjadikan anak itu YialNekrani ataupun Majusi". Alex Sobur,
Anak Masa Deparcet. ke-3 (Bandung: Angkasa, 1991), him. 21.

®Bahwa pendidikan agama ternyata erat kaitannyaatteagpek lain dalam pendidikan
keluarga. Pendidikan agama bisa dijadikan fundaatan dasar mental bagi anak dan menjadi
bagian dari cara berfikir serta cara bersikap tahasemua aspek kehidupan yang akan dihadapi
anak kelaklbid., him. 23.



Di sinilah urgensitas keluarga terlihat. Fungsi dasran keluarga
memiliki andil yang cukup signifikan terhadap perkemngan dan masa
depan sang anak. Lebih dari itu, keluarga sebatgiruterkecil dalam elemen
masyarakat pun turut berperan menentukan masa deéganperjalanan
sejarah suatu bangsa. Jika seluruh orangtua dad¢dmarga yang ada pada
satu masyarakat-bangsa benar-benar menjalankamngardengan turut aktif
mengawal serta bertanggungjawab atas perkembangaral nmaupun
intelektual anak, maka apa yang selama ini digtekan oleh suatu bangsa
tidaklah menjadi hal yang mustahil untuk dicapaeka di dalamnya terdapat
generasi-generasi yang bertanggungjawab terhadapmaag nusa dan

bangsanya.

Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa, mangun
kepribadian bangsa adalah membangun kepribadiareragn penerus.
Orangtua yang baik dalam sebuah keluarga dapaibkitatkan sebagai mesin
pencetak para pemimpin di masa yang akan détaupgium tersebut akan
menjadi keniscayaan jika sedari awal anak dibedkatigan ajaran dan nilai-
nilai yang terkandung dalam agahs®rta tradisi maupun budaya yang hidup

dalam masyarakatnnya.

“Agus Sujanto dkk.Psikologi Kepribadiancet. ke-I (Jakarta: Aksara Baru, 1980), him.
16.

*Kiranya tepat apa yang dikatakan Dr. Zakiah Datadjahwa agama yang ditanamkan
sejak kecil kepada anak akan menjadi bagian datramnsur kepribadiannya. Karena keyakinan
agama yang menjadi bagian dari kepribadian itu,arviakakan mengatur sikap dan tingkah laku
seseorang secara otomatis dari dalam. Alex Sobnak Masa Depancet. ke-3 (Bandung:
Angkasa, 1991), him. 25.



Namun realitas mendeskripsikan sketsa yang amatrdsordari
idealitas yang selama ini dibangun, dari apa yatghtdiandaikan di atas.
Jika menelisik sekian problematika bangsa dari kata media, akan
mendapati sekian masalah yang sama dan terus mgrutaulai dari krisis
ekonomi yang berkepanjangan, krisis politik yangkbknjutan, kerusuhan
hingga perseteruan antar kelompok, golongan maaparat negara. Masalah
sosial pun selalu menjadi topik yang hangat untikicdrakan, misalnya
masalah kemiskinan, kriminalitas, korupsi, pornfigrpengedaran dan
penyalahgunaan obat-obat terlarang, serta sekiusHKeekerasan yang kerap

terjadi belakangan ini.

Kekerasan terhadap anak adalah salah satu kasypakmng dominan
dan banyak dijumpai kapanpfindimanapun, hampir di setiap tempat di
seluruh provinsi negeri ini. Hal ini menjadi sanganis, mengingat anak
yang — notabene generasi penerus bangsa — setmmmmgdapatkan kasih
sayang orangtua, perhatian, bimbingan, serta pikadidoenuh cinta-kasih,

justru mengalami sebaliknyaMungkin inilah yang menjadi salah satu faktor

®Romli AtmasasmitaPeradilan Anak di IndonesjgBandung: Mandar Maju, 1995), him.
165.

"Hal ini sejalan dengan paradigma yang digunakan R(fFengarusutamaan Hak Anak)
atauMainstreaming Children Righyaitu menempatkan isu anak ke dalam isu pembamgdan
mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarkasippkepentingan terbaik bagi anak.
PUHA adalah suatu strategi pelaksanaan perlinduagak dengan mengintegrasikan hak anak
dalam peraturan perundangan, kebijakan, programiatem dan anggaran, mulai dari tahap
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantarargvdluasi dengan prinsip kepentingan
terbaik bagi anak. PUHA mensyaratkan adanya ins¢d¢peseluruhan konvensi hak anak dan isu-
isu anak ke dalam setiap peraturan perundang-uadarkgbijakan, kegiatan, dan program
pembangunan nasional. Capaian dari pelaksanaan PlH&ah adanya penghormatan,
pemenuhan, dan perlindungan hak anak melalui pemgghraan perencanaan, penyusunan,



mengapa rentetan problematika bangsa di atas terusng kembali dan
seakan tidak berpenghujung. Karena anak, yang rakamptumpuan harapan
serta penerus cita-cita orangtua sekaligus gendrasgsa masih banyak
mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang salater@s-generasi "salah
asuh" inilah yang jika di kemudian hari diperpaddgngan salah pergaulan,
akan serba salah menjalani hidupnya, karena tida&knihki landasan

kepribadian, moral, serta spiritual yang kuat.

Menurut surat kabar harian Kompas, kekerasan ddmesdau
kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluargéeju menduduki porsi
terbesar dalam kasus yang menimpa anak-anak patingeusia 3-6 tahun.
Sebanyak 80% kekerasan yang menimpa anak-anakikiakoleh keluarga
mereka, 10% terjadi di lingkungan pendidikan, desarsya oleh orang tak

dikenal.

Setiap bulannya terdapat 30 kasus kekerasan yaaduldin oleh
korbannya kepada lembaga konseling Yayasan Kesegam Anak
Indonesia. Sebanyak 60% merupakan korban kekerasgan, berupa
kekerasan verbal atau caci maki, sedangkan 40%nysisanengalami

kekerasan fisik hingga seksual.

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijdkm program pembangunan yang
berperspektif anak.



Kekerasan terhadap anak apapun bentuRmyalai dari penelantaran,
eksploitasi, diskriminasi sampai pada perlakuangyiatak manusiawi, akan
terekam dalam alam bawah sadar mereka hingga bkraewasa bahkan
sepanjang hidupnya. Tindakan-tindakan tersebuttdiipategorikan sebagai
child abuseatau perlakuan kejam terhadap anak-anak. Terrialison?
psikiater anak membagchild abuse menjadi 4 (empat) macam, vyaitu
emotional abuseterjadi ketika orangtua mengetahui anaknya meufiiain
perhatian, mereka justru mengabaikannya. Si ibu lrerkan anak basah atau
lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak inginagiggu pada waktu itu. Si ibu
boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipatal dilindungi. Anak
akan mengingat semua kekerasan emosional jika &sdkeritu berlangsung
konsisten.Verbal abuseterjadi ketika si ibu mengetahui anaknya meminta
perhatian, menyuruh anak itu untuk "diam" atau ggn menangis". Jika si
anak mulai bicara, ibu terus-menerus menggunakker&ean verbal seperti,
"bodoh", "cerewet", "kurang ajar”, dan lain sejeys. Physical abuseterjadi
ketika ibu memukul anak (ketika sebenarnya anak ngmhnkan perhatian).
Memukul anak dengan tangan, kayu, kulit, logamy dianda-benda keras

lainnya akan diingat oleh sang an&exual abusebiasanya tidak terjadi

selama delapan belas bulan pertama dalam kehidapakn Walaupun ada

®Haedar NasirAgama dan Krisis Kemanusiaan Modecet. ke-l (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1997), him. 58.

Lyle E. Bourne, JR.Psychology Its Principles and Meanin§econd edition (USA:
University of Colorado), him. 115.



beberapa kasus ketika anak perempuan menderitaakekeseksual dalam

usia enam bulan pertama.

Berdasarkan data yang didapat dari Yayasan Kesegam Anak
Indonesia melalui Centre For Tourism Research &dbmyment Universitas
Gadjah Mada mengenai berita tentasigld abuseyang terjadi dari tahun
1992-2002 di 7 kota besar yaitu, Medan, Palembda$arta, Semarang,
Surabaya, Ujung Pandang dan Kupang, ditemukan bad&a3969 kasus,
dengan rinciarsexual abus€5.8 %,physical abaus&9.6%,emotional abuse

6.3 %, darchild neglect8.3 %. Berdasarkan kategori usia korban:

1. Kasussexual abusepersentase tertinggi usia 6-12 tahun (33 %) dan

terendah usia 0-5 tahun (7.7 %).

2. Kasusphysical abusepersentase tertinggi usia 0-5 tahun (32.3 %) dan

terendah usia 13-15 tahun (16.2 %).
3. Kasus emotional abuse: persentase tertinggi us@ t&hun (28.8 %) dan

terendah usia 16-18 tahun (0.9 %).

4. Kasuschild neglect persentase tertinggi usia 0-5 tahun (74.7 %) dan

terendah usai 16-18 tahun (6.0 %).

Berdasarkan tempat terjadinya kekerasan :

1. Kasus sexual abuse: rumah (48.7%), sekolah (4.@éthpat umum
(6.1%), tempat kerja (3.0%), dan tempat lainnyardaranya motel, hotel

dil (37.6%).



2. Kasus physical abuse: rumah (25.5%), sekolah (20.88mpat umum
(22.0%), tempat kerja (5.8%), dan tempat lainnyag%).

3. Kasus emotional abuse: rumah (30.1%), sekolah ¥a3.€mpat umum
(16.1%), tempat kerja (2.1%), dan tempat lainnyBa9%).

4. Kasus child neglect: rumah (18.8%), sekolah (1.9%)npat umum

(33.8%), tempat kerja (1.9%), dan tempat lainnya5%).

Seluruh paparan data di atas, yang diperoleh YayHsaejahteraan
Anak Indonesia melaluCentre For Tourism Research & Development
Universitas Gadjah Mada mengenai kekerasan terhadak(child abusé,
seharusnya tidak pernah terjadi. Pada dasarnyapsetiang dilahirkan
merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang samdak terkecuali
seorang anak, dimana hak-hak yang melekat padwyadipiga bagian dari hak
asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yan@tdkan dalam piagam
PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yadgtupakan pengakuan atas
martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut slapapun. Anak-anak
berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehaiarlindungan, dan
hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dataua hal yang
mempengaruhi kehidupannya. UUD 1945 juga menyatddaiwa “setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh d&erbang serta berhak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskrimintdsiiaka dapat dipastikan

bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negajié menjamin serta

%P asal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.



melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan lek m&nusia (HAM).
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kewsggdn dan
perlindungan terhadap hak setiap warga negaranyak 8ebagai bagian dari
warga negara juga memiliki hak yang wajib dijamiihormati, dilindungi,
dan dipenuhi oleh negara. Dalam rangka penjamipanindungan dan
pemenuhan hak anak tersebut, negara yang diwdkhi pemerintah duty
bearen, antara lain telah mengadopsi target-target pegurzan di bidang
anak yang disepakati di tingkat internasional kamatarget-target tingkat
nasional yang hendak dicapai melalui penyusunactarenpembangunan lima
tahunan. Target yang dimaksud di atas terdapaindaidir-butir kesepakatan
dalam sidang PBB yang membahas Tujuan Pembangunienilvim
(Millenium Development Goglsatau MDGs dan Dunia Yang Layak Bagi
Anak (The World Fit for Childrepatau WFFC yang kemudian diadaptasikan
ke dalam kebijakan mengenai Program Nasional BagakAlIndonesia
(PNBAI) 2015 serta Rencana Pembangunan Jangka IgaheNasional

(RPJMN) 2004-2009.

Paling tidak terdapat dua peraturan perundang-wgahapenting yang
menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak dined@, yakni Keputusan
Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Ksirtdak Anak (KHA)
dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Aisalbstansi kedua
perangkat hukum tersebut bertujuan untuk menghla@imagai macam tindak
kekerasan terhadap anak serta melindungi hak-hakNgemun realitas

menuntut lebih dari sekedar perundang-undanganydJpamerintah tidak



akan memperoleh makna yang berarti jika tidak thsetengan kesadaran
penuh dari masyarakat serta pemahaman yang utiitteak-hak anak serta
kewajiban mereka selaku orangtua. Karena permasalsbputar kekerasan
yang terjadi terhadap anak tidak hanya berangkatsdeu faktor, melainkan
banyak faktor yang melatar belakanginya, diantaaaaglalah kemiskinan,
tingkat pendidikan, kedewasaan atau tingkat kengataemosional orangtua,
tingkat pemahaman terhadap agama, adat serta mmme sosial yang ada
dalam masyarakat, kemudian minimnya kontrol sosexhadap tindak
kekerasan ini. Hal tersebut yang kemudian menjadygbab seorang anak
mendapatkan perlakuan yang semena-mena atau ydak semestinya

didapatkan.

Dalam undang-undang Perlindungan Anak, khususnga pasal 3
dan 4 tentang Hak dan Kewajiban anak, dijelaskdnvbaanak memiliki hak
untuk hidup, tumbuh kembang serta perlindungan stgala macam bentuk
kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut disebuttfalam Bab XII Ketentuan
Pidana, pasal 80 ayat (1), dijelaskan bahwa “sedramg yang melakukan
kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, ettganpayaan terhadap
anak, dipidana dengan pidana paling lama 3 (tig/a)rt 6 (enam) bulan dan
denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh pdluh juta rupiah)”. Jelas
sekali bahwa kekerasan dalam undang-undang PemtyaduAnak, apapun
bentuknya adalah hal yang sangat terlarang. Tidakraang toleransi yang
membolehkan perlakuan keras maupun tindak diskasninerhadap anak

dalam UU tersebut.
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Islam sebagai agamaahmatan Iil’alamin juga memiliki konsep
maupun dasar hukum yang jelas (baca: komprehdasgkgit pengasuhan dan
pendidikan terhadap anak. Islam memandang bahwaatsah anugerah
sekaligus amanah dari Allah bagi kedua orangtuamgh, karena itu mereka
bertanggungjawab penuh atas keselamatan, kesejahteserta pendidikén
anak. Keselamatan anak yang menjadi tanggungjavaigta di sini tidak
hanya sekadar keselamatan dunia melainkan jugaaakQleh karenanya,
anak menjadi ladang pahala bagi kedua orangtu&@smua yang diberikan
kepada anak oleh orangtua tidak sia-sia di matahAlnelainkan merupakan
ibadah yang terus berkelanjutan serta menjadi ahadih jika tulus diniatkan

mengharap ridla-Nya. Dalam satadis disebutkan bahwa:

piiy ale ff & jla d8aa e teladl A0 e ) alee e pdad) Glasy) Gl 1Y

Palgeny mlla Ay o 4

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seluruh amal ibadalisizaterputus saat
mereka mati, kecuali 3 (tiga) halidagah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta

anak shalih yang mendoakan orangtuanya.

YSyekh Khalid bin Abdurrahman Al-'AkiGara Islam Mendidik Analcet. | (Jogjakarta:
Ad-Dawa', 2006), him. 97.

21bid., him. 99.

3Abi Dawid Sulaiman Al-as’ab, Sunan Abi Dawid, juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994)
hlm, 8. Atau lihat juga hadits riwayat Imam Muslim.
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Inilah sebabnya mengapa seorang muslim yang natalsefaku
orangtua begitu ketat dalam mendidik anaktijyyatul aulad), khususnya di
wilayah pendidikan agamaabiyyatud dinniyyah) serta etika maupun norma-
norma yang terkandung di dalamnya. Terlebih daleadahmanhdah (pokok),

seperti sholat dan puasa.

Pendidikan agama menjadi hal wajiar¢/u ‘'ain) bagi orangtua. Tiap
muslim diwajibkan mengenalkan dan mengajarkan nerarena serta
membiasakan anak-anak mereka hidup dalam tatabtenbendisiplinkan
mereka dalam menjalankan perintah maupun kewalbargjiban yang
terkandung dalam agama. Bahkan Imam Abu Dawud d&ltah haditsnya

meriwayatkan bahwa nabi Muhammad saw pernah beasabd

M) je sy 13 Lo b peml 5 e il 13 530ally wSilisa |50

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwasanya dengan tetms Is
mewajibkan orangtua untuk memerintahkan anak-anaéreka agar
menjalankan kewajiban serta perintah agama (daknmihsholat), pada usia
7 (tujuh) tahun, dan memukulnya pada usia 10 (sépuahun jika sang anak
tidak taat atau sering meninggalkannya. Berangatedis di atas, minimal
ada dua hal yang dapat kita simpulkan digm@rtama,betapa Islam sangat
menekankan pengenalan serta pendidikan agama agrheathk sejak usia

dini. Dankedua,lslam tidak melarang orangtua mukul anak-anak naerBk

Y“Abi Dawid Sulaiman Al-as’ab, Sunan Abi Dawid, juz 1, (Cairo: Dar al-Hadis, 1999),
hlm, 242.
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sinilah kemudian terdapat pertentangan yang mekaahbara hukum Islam
dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungaaik Akhususnya pasal

3 dan 4, yang melarang kekerasan dalam bentuk apagwadap anak.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, yysem
memberanikan diri untuk mengajukan skripsi dengadulj "Kekerasan
Terhadap Anak Dalam Keluarga" (Tinjauan Hukum Isl@erhadap UU No.
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Ana@bagai tugas akhir di bangku

kuliah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaigayogyakarta.

Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah tersebuta makalah pokok

yang menjadi substansi pembahasan dalam studiahata sebagai berikut:

1. Bagaimana kekerasan terhadap anak menurut UU Nolaksin 2002
tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kekerasala @nak dalam

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anakbet®

Tujuan Dan Kegunaan

Setelah memperhatikan latar belakang dan pokok latesdi atas,

skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana kekerasan terhadap aeakraot UU No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhddderasan pada

anak dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlinduagak.

Dari tujuan yang telah disebutkan di atas, perhdiharap skripsi ini

dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran yang jelas terkait korilsEgm dalam
memandang anak, hak-haknya serta kewajiban oratgyhedapnya.

2. Mampu menjelaskan bagaimana UU No. 23 Tahun 200&andang
kekerasan terhadap anak. Sejauh mana tindakaraKparl) orangtua
terhadap anaknya dianggap salah satu bentuk kekeras

3. Dapat menjelaskan bagaimana Hukum Islam memandamgsek
kekerasan terhadap anak dalam UU No. 23 Tahun 2@d2ang
Perlindungan Anak tersebut.

4. Sebagai sumbangsih terhadap dunia kepustakaan,ardtazilimu
pengetahuan, khususnya yang terkait tentang kekenaangtua terhadap

anak.

Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai kekerasan terhadap anak dateah tangga
memang bukan satu-satunya dan pertama kali dilakukarena dari literatur
ilmiah maupun buku-buku yang telah penyusun telaala beberapa yang
membahas masalah yang sama walaupun dalam porsspaaifikasi yang

beragam. Ada yang hanya membahas sepintas lalanterdnak ataupun
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kekerasan terhadap anak dalam keluarga, sebagdulpery tema yang
sedang dikaji, dan ada pula yang membahas sedaibs#enpai pada sub-sub
bab yang ada juga mengulas masalah yang sama. iDdegakian terdapat

berbagai pendekatan dengan visi yang berbeda.

Secara umumpun buku-buku, makalah, artikel maupteratur
lainnya yang membahas tentang kekerasan telah bdmm@nunculan dan
beredar terutama yang berkaitan dengan kekerasam serhadap istri, begitu
pula kekerasan yang dilakukan orang dewasa terha@dag yang lebih muda
khususnya anak-anak. Akan tetapi buku-buku atasatulyang membahas
secara komprehensif tentang kekerasan yang dilakakangtua terhadap
anak dalam keluarga belum penyusun temukan, teautgrasifikasi tentang
tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-undang NoT&3un 2002 tentang

Perlindungan Anak.

Adapun buku-buku ataupun tulisan yang menyingguegsqalan
tersebut yaitu Taufig Suryadi dalam bukunya yanguldel Menguak Tabir
Kekerasan Terhadap Angk Pembahasan dalam buku ini lebih menekankan
pada faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadak serta upaya hukum
dalam menyelesaikan tindak kekerasan anak ters@mmikian pula buku
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam KeluarBambahasan dalam
buku ini meliputi faktor pemicu terjadinya tindalekerasan terhadap anak

serta seputar perlindungan hukum bagi anak yangaaidcorban.

*Taufiq SuryadiMenguak Tabir Kekerasan Terhadap An@lakarta: Gramedia, 1997).
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Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan di ary@radalah:
"Strategi Islam dalam Menanggulangi Tindak Keker#isi membahas
tentang strategi Islam dalam mencegah terjadinysdak kekerasan.
Kemudian,"Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan TerhadapkAH
skripsi ini membahas tentang bentuk dan macam-maek®rasan terhadap
anak serta faktor penyebabnya. Dan secara garisar bekripsi ini
menitikberatkan pada upaya penyelesaian tindakraséia ini dalam rangka
mencegah terjadinya kekerasan terhadap afiBktas-batas Kekerasan
Orangtua Terhadap Anak Perspektif Hukum Islar8kripsi ini membahas
pandangan Islam terkait kekerasan orangtua terhadag serta batasan-
batasan kekerasan yang dilakukan orangtua terhadaknya® Kemudian
ada pula‘Kekerasan Terhadap Anak Dalam figh Jinayyah Dan ™O. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Analskripsi ini membahas sanksi bagi
orangtua yang melakukan tindak kekerasan terhadegk alitinjau dari
perspektif figh jinayyah dan UU No. 23 Tahun 2082rta nilai etik yang

terkandung dalam kedua sanksi hukum ters€but.

®Nur Taufig, Strategi Islam dalam Menanggulangi Tindak Kekerag@erspektif
Pendidikan Islam)Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah IAINuigan Kalijaga Yogyakarta
(1996).

YSanaul Laili,"Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan TerhadapkAn Skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syari‘ah IAIN Sunan iiga Yogyakarta (2000).

“¥rlan Hakim, Batas-batas Kekerasan Orangtua Terhadap Anak (Ré&t#pHukum
Islam), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UINr&n Kalijaga Yogyakarta (2005).

Nur Syahdi,Kekerasan Terhadap Anak Dalam Figh Jinayah Dan UO 28 Tahun
2002 Tentang Perlindungan AnalSkripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN rfu
Kalijaga Yogyakarta (2007).
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Buku lain yang membahas persoalan kekerasan adgjama dan
Krisis Kemanusiaan Modernepatnya pada bagian kedua buku tersebut, yang
mengulas kekerasan yang terjadi terhadap perempuangtua, maupun
kekerasan orangtua terhadap anak (walau hanyasglsbmpai pada represi
negara terhadap rakyat. Yang menjadi penting ddlaku ini adalah bahwa
kekerasan dapat berimplikasi besar terhadap peag@alaidup baik orangtua
sebagai pelaku maupun bagi anak yang menjadi kokiekerasan dalam
keluarga. Seperti yang telah dijelaskan dalam ldialakang masalah,
bahwasanya fenomena ini merupakan persoalan yagatseompleks, karena

demikian beragamnya faktor penyebab terjadinyaaliricekerasan tersebut.

Fenomena tentang kekerasan terhadap anak oleh yaagdebih tua
yang pernah dimuat di beberapa media massa dikasgikian secara
mendetail oleh Mif Baihagi dalam sebuah buku yaeguaul Anak Indonesia
Teraniaya dan dianalisis oleh Jalaluddin Rahmat. Buku tersebhamuat
gambaran yang cukup mendetail tentang berbagai maicalak kekerasan
yang dialami oleh anak-anak Indonesia, tidak taer&kckekerasan yang
dilakukan oleh orangtua mereka, baik disengaja mmaupdak. Dari fakta
tersebut kemudian Jalaluddin Rahmat menganalisisraesingkat tindak

kekerasan terhadap anak yang ditinjau dari aspk&lpgis dan sosiologis.

Sedangkan buku primer (yang kami anggap pentinglanda

penyusunan skripsi ini adalah bukindang-undang Nomor 23 tahun 2002
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tentang Perlindungan AnaR, kemudian Irma Setyowati Soemitro, dalam
bukunyaAspek Hukum perlindungan An#kdanAspek Hukum Perlindungan

Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Afak.

Berdasarkan hasil eksplorasi literatur ilmiah séni&u-buku di atas,
mendorong penulis untuk menyusun skripsi “Kekerasaak dalam Keluarga
(Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No. 23 Tahun 200&ang membahas
bagaimana kekerasan terhadap anak menurut UU derlian Anak serta
tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan anak dalamdang-undang

tersebut.
E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama yang diturunkan sebagai rahmgit faahluk
seluruh alam. Islam menghendaki kebahagiaan daktmapskehidupan di
dunia maupun di akhirat, tidak terkecuali kebahagidalam sebuah keluarga
(rumah tangga). Keluarga yang dibangun atas dasgami yang hakiki akan

menghasilkan keluargsakinah, mawaddah wa rahm&hSehingga dengan

“Dian (ed),Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindantyaak Penerbit
Dianloka. Cetakan , tempat dan tahun penerbitak titlsebutkan.

“rma Setyowati SoemitroAspek Hukum Perlindungan Anatet. |, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1990).

“Muhammad Joni, S.HAspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Kosiv
Hak Anakcet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

ZAr-Rum (30) : 21.
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demikian akan terbentuklah suatu masyarakat yafigdad makmur serta

sejahtera sebgaimana disyari‘atkannya sebuah piedati

Untuk menciptakan sebuah keluarga yang demikian ardak
pekerjaan yang mudah dan membutuhkan waktu yangpclatna sehingga
memerlukan kerjasama yang baik dari setiap angggltaarga. Oleh karena
itu Islam mengatur tentang hak dan kewajibannyarsejelas dagamblang

dalamnas al-Qur'an maupun hadits.

Orangtua sebagai pengemban amanah dari Allah bejikenw
melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yasihnkecil maupun
yang sudah besar akan tetapi belumyiz tanpa membedakan jenis kelamin
sang anak, memenuhi segala sesuatu yang menjadiukeln anak serta apa
yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangamenjaganya dari
sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakn keselga, mendidiknya
baik jasmani maupun rohani serta akalnya agar dapandiri dalam
mengarungi kehidupan dan memikkul beban tangguradjawnilah konsep

ideal dalam pemeliharaan anak yang ditawarkan oleuyyid Sabig.*®

Oleh karena itu dalam Islam, orangtua dilarang kudan perbuatan

yang dapat merugikan dan membahayakan jiwa sang lzaik secara fisik

*Kamal Mukhtar Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawijrast. | (Jakarta: Bulan
Bintang, 1974), him. 22.

*As-Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, alih bahasa Moh. Tholib, cet XIIl (Bandung: Al-
Ma'arif, 1998), VIII: 166.
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maupun psikikologis sekalipun itu bertujuan untuknyelesaikan persoalan,
karena kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam ebesgikan suatu
permasalahan. Secara psikologis, kekerasan sehagaman dan perilaku
yang tidak tepat (kekerasan) dari orangtua hanga akenghasilkan perasaan
bersalah pada diri anak serta dapat menghambatungarhan dan
perkembangan jiwanya. Anak yang hidup dalam sudsaloarga yang penuh

dengan tindakan kekerasan (tidak harmonis) akargat@mi gangguan jiwa.

Oleh karena itu, setiap persoalan harus disikaparse arif dan
bijaksana serta diselesaikan secara musyawar&ecara konsepsional
pelaksanaan hak-hak tersebut ditempuh dalam ramgk& mewujudkan dan
menegakkan kesejahteraan bagi seluruh umat madasiamenghilangkan

segala sesuatu yang dapat merusak.

Oleh sebab itulah Islam sangat menghindari tindekekasan yang
dapat merugikan dan membahayakan orang lain daleadaan apapun
bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kakesedapat mungkin
harus dihindarkan walaupun memang dalalm beberap&dkerasan tidak
dapat dihindarkan, tetapi itupun dilakukan atasadgsertimbangan etika

moral dan dengan alasan yang dapat dibenapkary.*’

%Al *Imran ( 3 ): 159.

?’Ashgar Ali EngineerFilsafat Hukum Islamget | (Jakarta: Logos Wacana limu, 1997),
him. 125.
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Dalam hukum Islam, tindakan kekerasan fisik terrkaperbuatan
jarimah, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakwdapat
sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukakn gtwan ini selain
berimplikasi pada diberlakukannya hukugisas atas orangtua, juga bisa
dicabut kekuasaanya karena telah melalaikan tamggwabnya sebagai
orangtua yang seharusnya mendidik, menjaga dan ihaena@mya dari hal-hal

yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.

Dengan demikian hukum harus ditegakkan, artinyalahddahwa
hukum berlaku bagi siapapun tanpa pandang bulungiua yang berjasa
dalam kehidupan anak sekalipun tidak luput daatjéukum, yaitu apabila
orangtua melakukan perbuatan-perbuatan yang dapatbahayakan serta
dapat mengakibatkan kerugian diri sang anak. Sghingukum tetap

bermakna bagi setiap oarng dan keadilanpun dageatie.

Namun tak selamanya idealitas berjalan seiring @engalitas yang
cepat dan dinamis. Mungkin inilah sebabnya mengdipemukan dalam
sebuahhadis nabi yang memperbolehkan memberikan hukuman disitgan
memukul anak jika sang anak tidak menjalankan kibaaj(perintah) agama

pada batas yang telah ditentukan.

Dalam Islam, khususnya di wilayah pendidikan, kekan yang
berupa hukuman fisik memang sesuatu yang sangatjukan untuk
ditinggalkan, namun pada batas-batas tertentuujusénjadi keharusan atau

sesuatu yang patut diberikan kepada anak jika mgnsangbocah telah
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melewati batas-batas yang telah digariskan agam@a, odientasinya hanya

sebatas sebagai hukuman agar si anak jera.

Di sinilah terjadi benturan yang cukup berarti amtdukum Islam dan
Undang-undang Perlindungan Anak yang seringkalhgtiap sekuler oleh
banyak kalangan dalam memandang kekerasan padaepaamb hukuman
dalam mendidik anak. Walaupun secara umum masiat dipedakan antara
kekerasan sebagai hukuman dalam mendidik anak ganderung terukur,
tidak keluar dari batas yang telah ditentukan seeailiki maksud dan tujuan
yang jelas, dengan bentuk kekerasan sebagai paygani yang cenderung
tanpa batas dan lebih hanya sekedar pelampiaspani@mosi terhadap anak

atau bahkan dengan maksud yang jelas-jelas dirakaarsebagai penyiksaan.

Kekrasan dapat terjadi apabila potensi mental patdaeseorang tidak
sesuai dengan realisasi aktualfYyaHal ini berarti ada orang lain yang
mempengaruhi dan ada cara untuk mempengaruhingiaagk subjectdan
objectyang dalam hal ini adalah manusia serta adangakan®® Kekerasan
dapat dilakukan oleh siapapun dan dalam kondispapatanpa terkecuali
kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadapyankHal ini menurut

Erich Fromm tidak bisa terlepas dari situasi dandksi lingkungan orangtua

“yayah Kisbiyah (et al)Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasaet. | (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2000), him. 3.

#. Marsana Windu,Kekuasaan dan Kekeraaan Menurut Johan Galtuogt. IV
(Yogyakarta: Kanisius, 2001), him.67-68.



22

semasa kecilnya, seperti pendidikan, teladan-telddauk dan tatanan sosial

yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan yaegstiat destruktif®

Teori-teori di ataslah yang akan digunakan sebkgalasan berfikir
dalam melihat fenomena tindak kekerasan yang dimkuoleh orangtua
terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga.ng§kda prinsip dasar yang
digunakan sebagai ruh atas kerangka teori di &&@s @ambil dari al-Qur'an,
as-Sunnah dan kaidah-kaidah fighiyyah sebagaimkawa @isebutkan berikut

ini:
Sebagaimana firman Allah dalam swaQasas:
Somaniall oy Y A ) Y1 8 aladl) &Y

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia diataerbuat
kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan adalah segetaatu yang dapat
membuat kerugian bagi pihak lain, sehingga Allahgad membenci para
pelaku kerusakan. Tindakan pengrusakan ini seddpat menimpa siapa saja
dan apa saja serta dalam bentuk apapun juga, isgpemtbunuhan,
penganiayaan dan perbuatan keji lainnya yang se¢eks diharamkan oleh

Allah SWT.

Dalam ayat lain Allah berfirman:

*Erich FeommAkar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis Atas Watanusia,cet. |
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), him. 34.

$1Al-Qasas (28) : 77.
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Ayat ini menjelaskan bahwa orangtua harus mempgktak anak-
anak mereka dengan baik. Kafi# dalam "W ¢* tidak hanya bermakna
membunuh jiwa sang anak, melainkan dapat diartiiteangan pembunuhan
kreativitas, perasaan, potensi, serta ruang geaag |anak. Anak akan

berkembang secara tidak wajar dan akan menjadi moesgi orangtua akibat

dari ketidakhati-hatian orangtua dalam mendidikkaga

Adapun kaidah figh yang digunakan dalam teori imiaga lain:
4 ay sl

Kaidah tersebut menekankan bahwa, walau bagaimanagu
madarat-an harus dihilangkan. Artinya, segala bentuk perbugtamg dapat
merugikan orang lain adalah perbuatan yang diladalgm Islam. Kaidah

lain yang berkaitan dengan ini adalah:

Frllad Gl o aaie auliall (ad2) ¢ )0

%Al-An’ am (6) : 151. Lihat juga M. AniesAnak him. 2.

M. Anies, "Anak dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajidari Segi Pendidikan,Jurnal Al-
Jami'ah No. 54, Th. 1994, him. 3.

%Asmuni AbdurrahmanQawaidul Fighiyyah, cet. | (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him.
85.

Sbid.,
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Sikap antisipatif ditawarkan oleh kaidah ini. Baganapun juga
menolak atau menghindakie-madarat-an harus lebih diutamakan dari pada
mendatangkan kemaslahatan. Kemudian pertimbangak barsikap arif dan
bijaksana dalam menghadapi persoalan juga sarng&tdkan oleh para alim

ulama, sebagaimana tersirat dalam kaidah berikut:

364.3:.’\.@,\ J Y )yl

Di samping itu juga terdapat teori kekuasaan yaingnaiskan oleh
Max Weber. Kekuasaan diartikan sebagai kemampudnk umengontrol
tindakan dari orang lain. Dalam sosiologi, kekuassexring diartikan sebagai
wewenang dan pengarulnfluence, yang keduanya merupakan unsur dari
kekuasaan itu sendiri. Weber berpendapat bahwarsese yang memiliki
kekuasaan atau wewenang berhak untuk menentukgakeebkebijakan atau
sanksi atas pelanggaran yang terjadi atas apatgéatyditetapkan, terhadap

orang lain atau kelompok yang berada di bawah lsarmya’

Jika berkaca pada pendapat Weber, orangtua dalaimkstuarga
memiliki wewenang dan bertanggungjawab atas perkegdn dan
pertumbuhan anak baik jasmani maupun rohani. Kelamslan wewenang
tersebut, orangtua berhak melakukan apapun terhauapya (selama tidak

melampaui batas-batasyar’7) dalam rangka menjalankan kewajiban dan

*¥Ibid., him. 83.

%'D. A Wila Huky, Pengantar Sosiolog{Surabaya: Usaha Nasional, 1986), him.

183.
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tanggungjawabnya sebagai orangtua. Namun sangstadigkan bila dengan
dalih melaksanakan tanggungjawab tersebut banyakgtra yang justeru

bersikap semena-mena terhadap anak mereka.

Dari paparan di atas, kiranya kami anggap cukupkumlijadikan
sebagai kerangka teoritik guna mendapatkan an&hsis atas pokok bahasan

dari skripsi yang akan kami susun lebih jauh.

. Metode Pendlitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggwaijkan secara
ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskam menyimpulkan
objectpembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunaledode sebagai

berikut:

1. JenisPenditian

Penelitian ini adalah penelitian pustakdréary reasercl), yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, laemedan mengkaiji
literatur iimiah atau buku-buku yang terdapat dakratu perpustakadh,
serta melacak sumber lain yang terdapat dalam nceth& atau elektronik
terkait kekerasan anak dalam rumah tangga maupomuasgenjelasan
mengenai UU No. 23 Tahun 2002 tentang kekerasak smda badan

hukum, pemerintah atau swasta yang berkompetealainya.

* Ibid.,
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2. Sifat Penditian

Penelitian dalam skripsi ini bersifateskriptif-analitik®® yaitu
mendeskripsikan orientasi, maksud serta proyeksiNdU23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak, kemudian melihat gambatersebut
menggunakaframehukum Islam, serta menjadikannya sebagai perangkat
pisau analisis guna memperoleh gambaran yang séshuadang-undang

tersebut dalam perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Pendlitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini aadal
pendekatan normatif dan yuridis. Kedua pendekaesebut menerapkan
metode pemecahan ilmiah yang mengarah pada ditetapé sesuatu
berdasarkan teks-teks al-Qur’an, Sunnah, kaidadekaiighiyyah dan
ushuliyyah, magasidusy syari’ah serta pemikiran yang berkaitan dengan

persoalan yang sedang dibahas.

4. Sumber Data

Skripsi ini merupakan kajian kepustakaan, maka sundata

primernya adalah karya-karya atau buku-buku yangnipadas tentang

%9 Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat-sifat suatu individu, keadaan,
gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentudkakuensi atau penyebaran suatu gejala
dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu
pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerinaibadegp obyek yang diteliti dengan jalan
memilah-milah antara pengertian yang satu dengamggpdan yang lain untuk sekedar
memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Suddetode Penelitian Filsafaflakarta : Raja
Grafindo Persada, 1996), him. 47-59.
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kekerasan terhadap anak. Adapun karya-karya dakaeqgdri tersebut
adalah sebagai berikut: Undang-undang Nomor 23 T&002 tentang
Perlindungan Anak, Aspek Perlindungan Hukum Terpadanak

Perspektif Konvensi Hak Anak, Undang-undang NomoFahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak, Kitab Undang-undangukiuRerdata, Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, kitab-kitabigh klasik maupun
kontemporer yang terkait pola relasi orangtua-anadgngasuhan dan

pendidikannya, kitab-kitabsu/ figh dangawa’idul fighiyyah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakatoku
menganalisis, mempelajari serta mengolah data-tlatantu sehingga
dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentgegsoalan yang
sedang diteliti dan dibah4S. Dalam menganalisis data penyusun
menggunakan metode kualitatif dengan menggunakatodeeberfikir
deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari pealgean yang bersifat
umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat lhugrtinya
penyusun menguraikan secara deskriptif tentang-tean yang berkaitan

dengan persoalan yang dibahas.

Teori ini, data yang bersifat umum akan dapat disisasehingga

menghasilkan data yang bersifat khusus yang bergasudengan tindak

“Robert K. Yin,Studi Kasus Desain dan Meetodeyj. M. Dzauji Mudzakir, cet ke-Il,
(Jakarta: Grafindo Persada, 1997), him. 103-104.
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kekerasan orangtua terhadap anak dalam keluargaddPerlindungan

Anak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memdapatkan gambaran yang menyeluruh terggagyang
diuraikan dalam skripsi ini, penyusun membaginydamabeberapa bab

pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I Bab ini merupakan bab pendahuluan yang mikaya
signifikansi penelitian dalam latar belakan masaj@mg kemudian akan
diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan dan kegupeaelitian ini akan
diuji dengan memaparkan hasil penelitian sebeluntajam telaah pustaka,
kemudian untuk mengarahkan pembahasan dipaparkangka teori, metode

penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini secara umum membahas tindak kekerasrhadap
anak dalam keluarga menurut hukum Islam. Namunyukumenghasilkan
data yang utuh terlebih dahulu diuraikan pengerki@kerasan, sebab-sebab
kekerasan, serta bentuk-bentuk kekerasan yanglitegfhadap anak maupun
dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan mrsesebagai gambaran

umum.

Bab IIl: Bab ini membahas kekerasan terhadap aakiodUU No. 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalamey@dajpat sejarah, sekilas
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isi UU Perlindungan Anak, serta kekerasan terhadapk dalam UU

Perlindungan Anak.

Bab IV: Bab ini membahas bagaimana tinjauan hukslam terhadap
UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.aBagna kekerasan
terhadap anak dalam Hukum Islam dan Undang-undarigh@ungan Anak,
serta berisi analisis hukum Islam, dengahul fighsertamaqgasidusy syari’ah
sebagai pisau analisa penyusun dalam membedahginddang tersebut atas

UU Perlindungan Anak.

Bab V: Penutup. Berisi kesimpulan dan saran-saran.
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PENUTUP

A.KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari pokok bahasaipsiini, yaitu:

1. Kekerasan terhadap anak dalam keluarga — apaptukidsn alasannya -
adalah sesuatu yang dilarang dan bertentangan memgeum dalam
perspektif undang-undang Perlindungan Anak, kammeaupakan salah
satu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusiaar@aerspektif ini,
tidak ada toleransi ruang dan waktu bagi tindakekakan terhadap anak.
Hal tersebut dapat kita lihat dari tidak ada defirdan batasan sejauh
mana tindak kekerasan terhadap anak tersebut daplarir. Seperti yang
disebutkan dalam Undang-undang tersebeut, anak likieimak yang
merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang kidmgungi, dijaga
serta dipenuhi oleh orang tua, pemerintah maupomuaelemen yang ada
dalam satu masyarakat.

2. Islam sangat mendukung upaya-upaya perwujudan dan perlindungan
terhadap anak demi tercapainya keadilan sosial. Islam sangat membenci
segala macam bentuk penindasan, diskriminasi, eksploitasi terhadap anak-
anak. Karena untuk memperoleh generasi yang berkualitas (zurriyyatan
quwwatan), Islam sangat menekankan pentingnya pemberdayaan dan
perlindungan terhadap anak-anak, serta mendukung sarana-sarana untuk

mencapai tujuan tersebut sebagai elaborasi luar dari konsep Aifzun nasl/

72
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(menjaga keturunan). Artinya, bahwa materi Undang-undang
Perlindungan Anak sejalan dengan magasid asy-syari’ah.

B. Saran-saran

Kekerasan, sebagai salah satu bentuk kejahatandldan pernah hilang
dari muka bumi ini, sebagaimana tindakan kejahkti@mmya, namun hal ini tidak
berarti bahwa frekuensi, prevalensi dan insideingiak kekerasan terhadap anak
tidak dapat di reduksi atau dinimalisir. Oleh karetu harus segera ada langkah
konkrit untuk menanggulangi atau meminimalisirnya.

1. Dibutuhkan payung hukum yang dapat melindungi helk-éinak dari
berbagai kekerasan dan kejahatan. Mengenai habtdreegara telah
membuat beberapa kebijakan, diantaranya: Undangagndomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasdingatakan
secara tegas bahwa setiap anak berhak untuk dapgi, humbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesagad harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungankekerasan
dan diskriminasi.

2. Pemerintah harus mensosialisasikan Undang-undambndamgan
anak baik di lingkungan birokrasi pemerintahan ggraparat hukum
maupun masyarakat luas pada umunnya dan yang tegermi
lembaga-lembaga kemasyarakatan, oraganisasi agang wda
ditengah-tengah masyarakat, serta institusi-irstipendidikan yang
ada. Tujuannya agar tercipta pemahaman bersama utahgterkait

kekerasan anak serta Undang-undang Perlindungantarsebut.
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3. Pemerintah harus meningkatkan anggaran di sektordigig&an
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 sebesar 2@npelan
meningkatkan kualitas sekolah.

4. Terhadap anak yang telah menjadi korban kekerasans hsegera
diberikan pertolongan, agar dapat kembali menjdtahidupan secara

normal dan sehat, baik fisik maupun psikologis.
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TERIEMAHAN TEKSARAB

No

Halaman

Footnote

Terjemahan

BAB |

10

13

Apabila seseorang meninggal dunia, maka
terputuslah amalnya kecuali 3 (tiga) perkara, yaitu:
sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta anak
shalih yang mendoakan orangtuanya.

11

14

Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat
jika telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukulah
mereka ketika mencapai usia sepuluh tahun.

22

32

Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka
bumi, sesungguhnya Allah menyuka orang-orang
yang berbuat kerusakan

23

33

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena
takut miskin. Sesungguhnya kamilah yang memberi
rizki kalian semua

23

ke-madarat-an harus dihilangkan.

23

35

Mencegah mafsadah lebih utama daripada
mendatangkan kemasl ahatan.

24

36

ke-madarat-an tidak dapat dihilangkan dengan hal
yang sejenisnya.

BAB II

42

Apabila seseorang meninggal dunia, maka
terputuslah amalnya kecuali 3 (tiga) perkara, yaitu:
sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta anak
shalih yang mendoakan orangtuanya.

11

Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat
jika telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukulah
mereka ketika mencapai usia sepuluh tahun.

10

45

12

Waha anak-anakku, kerjakanlah shalat, mengajak




pada kebaikan dan mencegah kemunkaran, dan
bersabarlah atas apa yang menimpamu.

BAB IV

11 65 Bersikaplah rendah hati kepada keduanya penuh
kasih.

12 70 Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan
keluargamu dari siksa api neraka.

13 70 Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan
keturunan yang lemah, yang dikhawatirkan nasibnya
kelak. Hendaknya mereka bertagwa kepada Allah
dan megatakan kata-kata yang benar.

14 70 Ajarilah anak-anak kalian dan didiklah mereka
dengan sopan santun.

15 70 Kewagjiban atas sesuatu adalah wajib karena substasi

perintahnya dan merupakan hukum pokok.




BIOGRAFI ULAMA

Asy-Syaih As-Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiqg dilahirkan tahun 1915 H di Me&n meninggal dunia tahun
2000 M. la merupakan salah seorang ulama al-Azhag ymenyelesaikan kuliahnya di
fakultas syari’ah. Kesibukannya dengan dunia figglebihi apa yang pernah diperbuat para
ulama al-Azhar yang lainnya. la mulai menekuni dutulis-menulis melalui beberapa
majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah miagg ‘al-lkhwan al-Muslimun’. Di
majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenaiqifF Thaharah.” Dalam penyajiannya
beliau berpedoman pada buku-buku figih serta haditey menitikberatkan pada masalah
hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan@arah Bulughul Maram karya Ibn
Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya

Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jffanatisme madzhab
tetapi tidak menjelek-jelekkannya. la berpegangaklepdalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah
dan ljma’, mempermudah gaya bahasa tulisannya p#noibaca, menghindari istilah-istilah
yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakéh (alasan-alasan hukum), lebih
cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya ldggantingan umat agar mereka
cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusrdekumenjelaskan hikmah dari
pembebanan syari’at (taklif) dengan meneladaniwatdd dalam memberikan alasan hukum

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal “Figimnah” diterbitkan pada tahun 40-
an di abad 20. la merupakan sebuah risalah dalamamwkkecil dan hanya memuat figih
thaharah. Pada mukaddimahnya diberi sambutan glalktSImam Hasan al-Banna yang
memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisana penyajian yang bagus dan
upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalaktwtertentu mengeluarkan juz
yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagajutah dari buku sebelumnya hingga
akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian lljimenjadi 3 juz besar. Belaiu terus
mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 2htsbperti yang dituturkan salah
seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.
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FRCSIOEN
REPUBLIR INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara K esatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap
warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak
asas manusia;

b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Y ang Maha Esa, yang dalam
dirinyamelekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus
yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka
ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak
mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan
anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya
perlakuan tanpa diskriminasi;

e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesegjahteraan anak diperlukan
dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin
pel aksanaannya;

f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak
dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan



perlindungan anak;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu
ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang K esgjahteraan Anak (Lembaran
Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms
of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention
No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi
ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.
182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of
The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan
dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB |

KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Daam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adal ah seseorang yang belum berusia 18 (del apan bel as) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri,
atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau
keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan dergjat
ketiga.

4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau
ayah dan/atau ibu angkat.

5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan
kekuasaan asuh sebagai orang tuaterhadap anak.

6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secarawajar,
baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik
dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya
secarawajar.

8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar
biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan
keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan
keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.



10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena
orang tuanya atau salah satu orang tuanyatidak mampu menjamin tumbuh
kembang anak secarawgar.

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik,
memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai
dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan
negara.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial
dan/atau organisasi kemasyarakatan.

14. Pendamping adalah pekerjasosial yang mempunyai kompetensi profesional
dalam bidangnya.

15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam
situas darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kel ompok
minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,
penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak
yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

BAB |1

ASASDAN TUJUAN

Pasal 2

Penyel enggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-
prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a non diskriminasi;



b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB 111

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipas
secarawajar sesua dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh
oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanyatidak dapat menjamin tumbuh
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak
diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengaaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan
bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang
menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan
bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan
khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari,
dan memberikan informasi sesual dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul
dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat,
bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan
sosia, dan pemeliharaan taraf kesgjahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana
pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari
perlakuan:

a. diskriminas;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

C. penelantaran;



d. kekegjaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segal a bentuk
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan
pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan
apabila sesual dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai
upayaterakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :



a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari
orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap
tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. membeladiri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif
dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan
bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

a. menghormati orang tua, wali, dan guru;

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
C. mencintai tanah air, bangsa, dan negarg;

d. menunaikan ibadah sesuai dengan gjaran agamanya; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.



Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan
menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,
jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran
anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan
dukungan sarana dan prasarana dalam penyel enggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan
kesgjahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali,
atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawas penyelenggaraan perlindungan anak.
Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyar akat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak

dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak.

Bagian Keempat



Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluargadan Orang Tua

Pasal 26
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
dan

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tuatidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau
karena suatu sebab, tidak dapat mel aksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya,
maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BABV

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 27
(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sgjak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta
kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang
menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannyatidak diketahui, dan orang tuanya

tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kel ahiran untuk anak tersebut
didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28



(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam
pel aksanaannya disel enggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kel urahan/desa.

(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sgjak tanggal digjukannya
permohonan.

(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai
biaya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari
Perkawinan Campuran

Pasal 29

(1) Jikaterjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan
warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak
memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagamana dimaksud dalam
ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada
dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan
anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan
Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya,
pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia
bagi anak tersebut.

BAB VI

KUASA ASUH

Pasal 30



(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melaaikan
kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh
orang tua dapat dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dergjat ketiga,
dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan
pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan
pengawasan apabilaterdapat alasan yang kuat untuk itu.

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan
dergjat ketiga, tidak dapat mel aksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh
orang tua sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat
yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk
orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi
yang bersangkutan.

(4) Perseorangan yang mel aksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan
diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-
kurangnya memuat ketentuan :

a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;

b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya;
dan

C. batas waktu pencabutan.

BAB VII
PERWALIAN

Pasal 33



(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak
diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum
yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang
bersangkutan.

(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
melalui penetapan pengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus
sama dengan agama yang dianut anak.

(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib
mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka
harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau
lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) bertindak sebaga wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus
mendapat penetapan

Pasal 36

(1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap
melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebaga wali,
maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melaui
penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui
penetapan pengadilan.



BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak
Pasal 37

(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanyatidak dapat
menjamin tumbuh kembang anaknya secarawajar, baik fisik, mental, spiritual,
maupun sosial.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Dalam hal lembaga sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan
agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi
landasan lembaga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan
agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang
dianut anak yang bersangkutan.

(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti
Sosial.

(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan
bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau
mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan
melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara
berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas
lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental,
spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.



Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 39

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik
bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan
hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon
anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai
upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan
dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai
asal usulnya dan orang tua kandungnya

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagai mana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang
bersangkutan.

Pasal 41

(1) Pemerintah dan masyarakat mel akukan bimbingan dan pengawasan terhadap
pel aksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagai mana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN



Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak
mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial
menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagai mana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamal an gjaran agama bagi
anak.

Bagian Kedua
K esehatan
Pasal 44

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya
kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh dergjat
kesehatan yang optimal sgjak dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara
komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta
masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan
kesehatan dasar maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.



Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan
merawat anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu mel aksanakan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib
memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pel aksanaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang
lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau
menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya
transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari
perbuatan :

a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa
memperhatikan kesehatan anak;

b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

c. pendlitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa
seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyel enggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan)
tahun untuk semua anak.

Pasal 49



Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan
mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;

b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;

c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan
nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari
mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban
sendiri;

d. persigpan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan

e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang
sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar
biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk
memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau
bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang
mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54
Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan

kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di
dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.



Bagian Keempat
Sosial
Pasal 55

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak
terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga
pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

(1) Pemerintah dalam menyel enggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib
mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

a. berpartisipasi;

b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan
agamanya,

c. bebas menerimainformasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan
perkembangan anak;

d. bebas berserikat dan berkumpul;

e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya;
dan

f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan

dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak
menghambat dan mengganggu perkembangan anak.



Pasal 57
Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melaaikan
kewajibannya, maka lembaga sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga,

atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk
menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus
menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar
yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak
yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,
anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat,
dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:
a. anak yang menjadi pengungsi;

b. anak korban kerusuhan;

c. anak korban bencana alam; dan

d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61



Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagai mana dimaksud
dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesual dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak
dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b,
huruf ¢, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman,
pendidikan, kesehatan, belgjar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan
perlakuan; dan

b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang
mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer
dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak
korban tindak pidana, merupakan kewgjiban dan tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak
anak;

b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
C. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang
berhadapan dengan hukum;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau
keluarga; dan



g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk
menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. upayarehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk
menghindari labelisas;

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saks ahli, baik fisik,
mental, maupun sosial; dan

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan
perkara.

Pasal 65

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana
dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan

mel aksanakan gjaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan gjaran
agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pemba-
ngunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan
tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan melaui :

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual;

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga
swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitas terhadap



anak secara ekonomi dan/atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyal ahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya,
dilakukan melaui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi
oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan
perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui
upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh
pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
mel akukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui
upaya:

a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1).

Pasal 70



(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melaui upaya:

a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai
integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

(2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan
mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam
pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan,
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan
dalam perlindungan anak.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang
perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosia kemasyarakatan,
lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan
usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB Xl



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Pasal 74

Daam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak,
dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang
bersifat independen.

Pasal 75

(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesiaterdiri dari 1 (satu) orang
ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang
anggota.

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur
pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi
kemasyarakatan, organisasi profesi, |lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha,
dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masajabatan 3 (tiga) tahun, dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja,
dan pembiayaan ditetapkan dengan K eputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi,
menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluas,
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden
dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77



Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian,
baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau
penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,

c. dipidana dengan pidana penjara paling lama5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan
pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjarapaling lama5b
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4),
dipidana dengan pidana penjara paling lama5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan,
atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 3
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00
(tujuh puluh dua jutarupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).



(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang
tuanya.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri
sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam
puluh jutarupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau
jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 85

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh
anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau



denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum mel akukan pengambilan organ
tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau
penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa
seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian
kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas
kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut
belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang
dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperal at anak untuk
kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyal ahgunaan
dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan
dalam kerusuhan sosia atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 dipidana dengan pidana penjara paling lama5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00
(duaratus jutarupiah).

Pasal 89

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan anak dalam penyal ahgunaan, produksi atau distribusi
narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00
(limaratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,



menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi
alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78,
Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal
87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat
dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan
ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda
masing-masing sebaga mana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berl akunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi
Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93
Undang-undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Y ang Maha Esa, yang senantiasa
harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak
sebagal manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian
dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
Konvens Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi
kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adal ah masa depan bangsa dan generasi
penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari
tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

M eskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung
jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan
perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai
perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan
tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya
merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam
memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan
memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh
hukum. Demikian pula dalam rangka penyel enggaraan perlindungan anak, negara
dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi
anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara
optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian
kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan
dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini
dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan
sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang
dijiwal oleh akhlak muliadan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga
kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari
janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik
tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif,
undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak
berdasarkan asas-asas sebagal berikut :

a nondiskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;



c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran
masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan,
lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia
usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang
terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Y ang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa
dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat, badan legidatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik
bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Y ang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi
oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Y ang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah
penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan
pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal
yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6



Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka
mengembangkan kreativitas dan intel ektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan
tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan
tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui sigpa orang tuanya, dalam arti
asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari
terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua
kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya,
dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma
hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai
dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan



berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama,
ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan
kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

Perlakuan ekploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat,
memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi,
keluarga, atau golongan.

Huruf ¢

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan
senggja kewgjiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana
mestinya.

Huruf d

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji,
bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan
penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak
semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu
dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak
senonoh kepada anak.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14



Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan
anak dengan orang tuanya.

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan
tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secarafisik dan psikis.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Y ang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja
sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Huruf ¢
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18



Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi,
vokasional, dan pendidikan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, |apangan bermain, lapangan
olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang
menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)



Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)



Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi
yang beragama |slam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)
Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Pasal 37



Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Y ang dimaksud dengan kata seyogianya dalam ketentuan ini adalah sepatutnya;
selayaknya; semestinya; dan sebaiknya.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Pengasuhan anak dalam panti sosial merupakan upaya terakhir.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)



Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan
penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat
desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang
sungguh-sungguh.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara
psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah sigp. Hal tersebut biasanya
dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.
Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan
bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan



agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-unangan yang
berlaku.
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Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)



Cukup jelas
Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan,
misalnya HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)



Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Y ang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adal ah melalui sistem panti
pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasadi luar lembaga adalah sistem
asuhan keluarga/perseorangan.
Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62

Y ang dimaksud dengan frasa gangguan psikososial antaralain trauma psikis dan
gangguan perkembangan anak di usiadini.

Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)



Cukup jelas
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)



Y ang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh
adat.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Keputusan Presiden termasuk
pembentukan organisasi di daerah.

Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 89



Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93

Cukup jelas
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